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Menimbang 

Mengingat 

KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI $UMATERA BARAT 
NOMOR: 17 I SB I 2015 

TENTANG 

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVIN$1 SVMATERA SARAT 

TERHADAP RANCANGAN P~RATURAN DAERAH 
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH 

' DENGAN RAHM,!I,T TUHAN YANG MAHA ESA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVIN$1 SUMATERA BARAT 

a. bahwa dalam Rapat Paripu~na Oewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provlnsl Svmatera Barat tanggal 18 Mel 2015 , Gubernur Sumatera 
6arat telah. menyampaikan .1ota pengantar terhadap rancangan 
peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

b. bahwa rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan ·Publik sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas 
sesuai dengan tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah 
yang diatur dalam peraturan Tata Tertib; 

c .. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b dlatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan 
Rakyat Oaerah Provlnsl Sumatera Barat tent?ng Persetujuan Dewan 
Perwakllan Rakyat Oaerah Provlnsl Sumatera Barat terhadap 
rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik untuk dltetapkan menjadl peraturan daerah; 

1. Undang·Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang· 
Undans Qarurat Nqmor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan 
Oaerah·daetah Swatantra Tlngkat I Sumatera Barat, Jamb! dan Riau 
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 
112) Jo Peraturan Pemerlntah Nomor 29 Tahun 1979, tentang 
Pemlndahan lbukota Propinsl Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari 
Buklttlnggl ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146); 



2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Omb1.1dsman 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899); 

3. Undang-Un~ang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lemllaran Negara Nomor 5038); 

4. Undang·Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 

5. Uncjang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, 
sebagalmana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang·Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3866); 

7. Peraturan Pemerlntah Norror 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Oewan Perwakilan Daerah Tentang Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran ~'egara Repub.ik Indonesia 
Nomor 5104); 

8. Peraturan Pemerlntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Undang·I,Jncjang N0mor 29 Tahun. 2009 tentang Pela,yanan Publik 
llembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, 
Tambahan LembAran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 20!3 tentAg Pengelolaan 
Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 191); 

10. Peraturan Menter! Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
81rokrasl Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 
Pelayanan; 

11. Peraturan Menter! Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
1;\irokrasl Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan 
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

12. Peraturan Menterll?endayagunaan Aparatur Negara dan Reformessi 
Blrokrasl Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara 
Nasion a I.; 

13. Pcraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasl Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman lnovasi 
Pelayanan Publik; 

14. Peraturan Menter! Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasl Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja 
Penyelenggaraan Peluyanan P1.1blik; 

15. Peraturan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera 

Barat rilomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provlnsi Sumatera Barat; 



Memperhatikan 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

• • 

1. Hasil pembahasan Panltla Khusus Ranperda tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan P1,1bllk yang· disampalkan pada Rapat Parlpurna Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provlnsl Sumatera Barat tanggal 5 Agustus 
2015. • 

2. Pendapat akhlr Fraksl-Fraksl yang dlsampaikan pada Rapat Paripurna 
tanggal S Agustus 201!>. · 

MEMUTUSKAN 

KEPl)TUSAN QEWAN PERWAKILAN .RAKYAT OAERAH PROVINSI 
SUMATERA BARAT rENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN 
RAKVAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH TENTANG PEYELENGGARAAN PELAYANAN Pl)BLIK 
UNTUK DITETAPKAN MENJAOI PERATURAN DAERAH 

Menyetujui raricangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Publlk untuk dltetapkan menjadlperaturan daerah. 

Rancangan peraturan daerah sebagaimana dlmaksud dalam diktum 
• 

KESATU sebelum ditetapkan menjadl peraturan daerah terleblh dahulu 
dilabkan persetujuan bersama antara DPRD dengan Permerintah 
Oaerah yang dltuangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditanda 
tangani oleh Gubernur d~n Plmpinan OPRD. 

Nota Persetujuan sebagalmana dlmaksud dalam Diktum KEDUA diatas, 
merupakan lamplran yang tldak terplsahkan dari l<eputusan lni. 

Keputusan In: berlaku pad a tanggal ditetapkan. 

• 

• 

Ditetapkan dl 
Pada t;;nggal 

Padang 
5 Agustus 2015 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

Ketua .• 

\r-~ 
lr. H. HENDRA IRWAN RAHIM, MM 


